L.SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST CORONA VIRUS
DISEASE 2019 PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN MIMIKA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

bahwa dengan telah terjadinya pandemic covid-19 banyak
permintaan masyarakat maupun dunia usaha vang
memerlukan layanan pemeriksaan covid-19;

bahwa tarif pelayanan kesehatan dimaksud belum diatur
dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penetapan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Kelas I, II,
dan VIP Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Mimika tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan
Rapid Test Corona Virus Disease 2019 pada Puskesmas di
Kabupaten Mimika.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten — kabupatzn Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pernbentukan
Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);
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Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4431);

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana tzlah diubah
dengan Undang-Undang Nomr 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan = Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 tantang Perubahan kedua atas Undang - Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahar. Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega-a Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaga.mana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 117, Tambahar. Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6360);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 d;
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 3160, SJ
tentang Optimalisasi Pelaksanaan penerapan Protokol
Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease Covid-19 di
Seluruh Indonesia;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2(13 tentang
Penetapan Tarif Retribusi Jasa pelayanan Kesehaten Kelas 1, 1
dan VIP Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Fada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) (Berita Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PEMERIKSAAN RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu-an Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah vang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati acalah Bupati Mimika.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
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S. Puskesmas adalah Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

6. Tarif Peleyanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan
oleh Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat
bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biava per unit
layanan.

7. Rapid test Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Rapid test
covid-19 adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibody varg
diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona yang menggunakan alat
rapid tes.

BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN
Pasal 2
Narna tarif pclayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai
imhalan atas pelayanan pemeriksaan Rapid Test Covid 19 pada Puskesmas di
Kabhupaten M:imika.
Pasal 3

Obyek tarif p:layanan adalah pemeriksaan skrining awal Corona Virus Disease
2019 yang menggunakan metode tes cepat dengan alat rapid test.

Pasal 4
Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh

pelayanan permneriksaan Rapid Test Covid 19.

BAB III
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besarnya tarii pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
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- Puskesmas Timika

- Puskesmas Timika
Jaya

- Puskesmas Wania

. - Puskesmas Pasar

i Sentral

1 | Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 | - Puskesmas 600.000
Mapurujaya

- Puskemas
Bhintuka

- Puskesmas Limau
Asri

= - Puskesmas Jileale
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Pasal 6

Tarii’ pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan untuk Setiap
orang yang akan melakukan perjalanan keluar Kabupaten Mimika.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Penarikar tarif pelayanan di Puskesmas di setor ke Kas Daerah dan/atau ke
Bendahara Penerima.

Dalam jangka waktu 1x24 jam Bendahara Penerima sebagaimana dimaksuc

pada ayat (2) segera menyetor ke Kas Umum Daerah.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

Bupati aiau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan
keringanan dan pembebasan tarif pelayvanan.

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
pejabat yang ditunjuk sebagai Pemimpin Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib bavar tarif pelayanan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbang<an aspek
kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan serta tarif regional.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangen Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 17 Juni 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENC

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 17 Juni 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 14
NTAH 4

Saliran sesuai engan aslinya
. KEPALA BAGIAN HUKUM
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